WALI I{UTF; TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 000.8.3.3/094/2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA TEGAL,

bahwa agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan Kota Tegal berjalan dengan
tertib dan lancar, perlu menyusun Standar Operasional
Prosedur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;

bahwa dalam rangka optimalisasi Kinerja Pemerintah Kota
Tegal, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2011, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tegal;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propins: Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954, Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjasi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);

4. Peraturan . . .



Menctapkan
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4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemernntahan,

5. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal
Tahun 2016 Nomor 18);

6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Tegal {Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 26);

7. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 33 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
TEGAL.

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdin dar :

A. Standar  Operasional Prosedur  Pencairan  Bantuan
Kelembagaan;

B. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba
Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini, Nonformal dan Informal Berprestasi;

C. Standar Operasional Prosedur Penetapan Sekolah Penerima
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Rehabilisasi dan
Pembangunan Ruang Kelas Barua;

D. Standar Opecrasional Prosedur Pelaksanaan Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Rehabilisasi dan
Pembangunan Ruang Kelas Bary;

E. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Hencana Kerja
Anggaran Seckolah Bantuan Operasional Sckolah;

F. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pelayanan Legalisir
Piagam dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ljazahf
Surat Tanda Tamat Belajar dan [jazah Paket Kesctaraan;

G. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Mutasi
Siswa;

H. Standar Opecrasional Prosedur Pengajuan Nomor Unik
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

I. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

J. Standar . , .
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J. Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian Satuan
Pendidikan Dasar;

K. Standar Operasional Prosedur Sewa Taman Budaya Tegal;
L. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru;

M. Standar Operasional Prosedur Pengelola Pengaduan
Masvarakat;

N. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsulias:;
0. Standar Operagional Pengawasan Sewa Taman Budaya Tegal.

Hepala Perangkat Daerah sccara melekat dan terus menerus

melakukan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur.

Pada saat Keputusan ini ditetapkan Keputusan Walikota Tegal
Nomor 060/176/2017 tentang Standar Operasional Prosedur
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dicabut
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 September 2025




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 000.8.3.3/094 /2025

TANGGAL 18 September 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAY
KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

A, Standar Operasional Prosedur Pencairan Bantuan Kelembagaan

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor SOP 000.8.3.3/094/2075

Tanggal Pembuatan |5 stus 2025
 Tanggal Revisi Agustus 2025

T: Efektif 18 September 2025

Disahkan Oleh Wali Kota Tegal

Nama SOP Pencairan Bantuan Kelembagaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

X

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

1. Pendidikan Minimal SMA dan sederajat;
2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pendidikan Kota

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tegal;
Pendanaan Pendidikan Pendidikan; 3. Memahami mekanisme Pencairan Dana Bantuan Lembaga;
3. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 6 Tahun | 4, Memahami aturan yang mendasari Pencairan Bantuan Kelembagaan,
2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
4. Peraturan Walikota Tegal Nomor 79 Tahun 2012 tentan
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Teg&ﬁ
Tahun 2013.
Peralatan / Perlengkapan
1. Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Kelembagaan 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. Lembar disposisi
4. ATK
5. Kartu Kendali
6. Buku agenda
7. LCD
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

2

Jika prosedur tidak dilakukan, maka akan dikenakan
sanksi ringan, sedang dan berat.

. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.




Uraian Prosedur

Pelaksana

Bakeuda
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Helenghapan

Kepala Bidang

mendisposisi Kepala Selesi
untuk proses pencairan
bantuan.

Kepala Seksi meneruskan
kepada staf itk
membuat undangan
kepada lembaga Penerima
Bantuat.

C= - ]

- Dokumen
pendulkin

10
Mentt

Lembar
Disposisi

Undangan dikirim kepada
Ketua / Pengelola
Lembaga Penerima
Bantuan,

Kepala Bidang melakukan
Sosialisasi Tata Cara
Pencairan j Bantuan
Kepada Ketua / Pengelola
Lembaga Penerima
Bantuan,

Undangan

10
Menit

Undangan

- Dokumen
pendukung

1220)
Menit




Polaksana
Mutn
Uraian Prosedur Baku
Kepala Waktn
DPPEHAD Disdik khﬂ:trlJ Ka. Bidang Hasie Kelengkapan Dutput|
Lembaga Penerima Bantuan
mengrimban beckas
Ezﬁpm - -andum:n 1 Hari
sticaisan i pendulung
kelengkapan berkas

Eaﬂc%iﬂn. HEericas o kirirn
& an Keuangan Dasral
untuk proses pencairarn,

Bl
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B. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

"Nomor S0P 000.8.3.3/094/2025
| Tanggal Pembuatan %ﬁgustua 2025
PEMERINTAH KOTA TEGAL Tanggal Revisi > Agustus 2025
| Tanggal Pengesahan | 18 September 2025
Nama S0P Penyelenggaraan Lomba GTK Prestasi dan Apresiasi PTK PAUD

dan Dikmas

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Unda.n.ﬁzla.!ndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun
2005 pasal 8

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

KotaTegal;

1.Pendidikan Minimal SMA dan sederajat untuk Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas serta
Sarjana Untuk GTK Prestasi;
2.Memahami struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan

3.Memahami mekanisme Lomba GTK Prestasi dan Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas;
4.Memahami aturan yvang mendasari Penyelenggaraan Lomba.

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1.Tata Cara Undangan kepada Semua Sekolah/Lembaga 1. Komputer/laptop
NonFormal 2.Printer

2. Tata Cara Pendaftaran
3. Tata Cara Pelaksanaan Lomba

3.Kertaskerja
4.Lembar disposisi
2.ATK

6. Kartu Kendali
7.Bukuagenda
8.LCD

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. -.Iﬂf.E a prosedur tidak dilakukan, maka akan dikenakan
sanksl ringan, sedang dan berat,
2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.

Dokumen PNFI dan Dokumentasinya ada.




UraianProsedar

Pelakaana

MutuBaku

Bekretarie| Ka.Bidang

Kasi Stafl

Bideang

Penilik

Kelengkapan

Walktn

Output

Kepala Bidang
mengajukan PrOgramm
Lomba GTK Prestasi dan
Lomba Apresiasi PTK
PAUD dan Dikmas
Kepada Kepala Dinas
melaliu Sekrotaris
untuk dibuatkan surat
keputusan yang
kemudian i

disposisikan ke Kepala

=
v

- Kertas Kerja

= Lembar
Dhisposisi

- Kartu
Kendall

» Bukn
Agenda

A0 et

Kepala Bidang
Mendisposizsikan kepada
Kasi urituk tafap
penyusunan FPanitia
Fenyelenggara dan
Jadwal Lomba GTK
Prestasi dan Apresiasi
PTKPAUD dan Dikmas.

- Kertas Kerja

l.Jatm

Kasi Memerintahlan
staf uniuk
menindaklanjuti dengan
membiiat sural
pemberitahuan

kepadaSekolah  Formal
dan Lembaga
NonFormal, formelir
pendaftaran dan

undangan

- Kertas Ketja

IHari




Uraian Prosedor

Kepala

Eeliretaris

Mutn

Surat  pemberitahuan
dan undangan dikirim
kepada penilik untuk
diteruskan kepada
Sckolah Formal dan
lembaga Non Formal
serta diarsipkan,
kemudian
ditindaklanjuti dengan
mendaftar / mengisi
formulir pendaftaran

Penilik

Lembagn

Kursus

Waktu

Formulir  pendaftaran
diterima Dinas
Pendidikan selanjutnya
persiapan pelaksanaan

w

Formulir
Pendaftaran

1 Minggu

Undangan

Formulir

Pendaftaran

1 Minggu

Data
Peserta

Lomba GTK Prestasi dan
Apresiasi PTK PAUD dan
Dikmas  dilaksanakan
selama 3 harl, panitia
membuat piagam dan
dicetak untuk kemudian
diserahkan kepada
Pescria  Lomba yang
mendapat Juara [s/d 111
dan menerima piala dan
uang pembdnaan.

| Selesa

- Kertas Kerja)

3 hari

Jusra
Lomba
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C. Standar Operasional Prosedur Penetapan Sekolah Penerima DAK Bidang Pendidikan Rehabilisasi dan Pembangunan RKB

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor SOP 000.8.3.3/094/2025

Tanggal Pembuatan 5 Agustus 2025

T. Revisi 25 Agustus 2025

Tanggal Efektif 18 September 2025

Disahkan Oleh Wali Kota Tegal

Nama SOP Penetapan Sekolah Penerima DAK Bidang

Pendidikan Rehabilisasi dan Pembangunan RKB

| Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2024 ten tang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

1. Pendidikan Minimal D3 dan sederajat.

2. Memahami struktur o

rganisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal;

3. Memahami mekanisme pengelolaan keuangan.

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

SOP Pelaksanaan DAK

1. Komputer/laptop
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, DAK menjadi
terhambat.
2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait,

Penatapan Sekolah berd

asarkan skala prioritas sesuai anggaran,




Pelaksana Mutu
Uraian Prosedur Kepala Bagian| g,
el | Hukum dan mﬂ: Fhidlyy Ol Kelengkapan | Waktu Output
Organisasi Dikdas i
Dinas pendidikan membuat surat - 3. CRE e an
edaran  tentang kondisi  sarana m:;ﬁrn -
prasarana khususnya kendisi gedung ATE
di masing- masing sekolah. Dinas Miustai
pendidikan dan Kebudavaan
menindalklanjuti sural edaran
Sekretaris  Jenderal — Kementerian
Pendidikan, Kebudaysan, Riset dan
Teknologi  perthal Pemutakhiran Data
Pokok Pendidikan Sarana Prasarana
dengan membuat Surat Edaran ke
Sekolah menerima sLrat dan 5
menyampaikan kondisi  sarpras ’ m‘:"‘ 1 Manggn ﬁl"’mm
satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan masing Hoamclimi
dan Kebudayaan untuk difasilitasi masing Beleola
mendapatkan rekomendasi  penilafan sekolah h
tingkat kerusakan bangunan dari il
L
Kepala Dinas  Pendidikan  dan _':]: - Lasibar Dl | i,
Eebudayaan selanjutnye ,'-:hpum Em"m
memerintahkan Kepala Bidang - ATK atau disposisi
mengajukan surat permohonan
penilaian tingkat kerusakan bangunan
Tim DFUPR dengan didampingi tim dari |-| - Lernbar 1 Hari Disposiai
Dinas P dan K survey penﬂﬂ:‘an tinglat id'mm rﬁm
keruspkan  bangunan ke  satuan l Daloamen pendatasn
pendidikan ;f“d“k““ feigs
» - Kamputer Rustiz
- Prinier
ATK




FPelaksana Mutu
Kepals
Uraian Prosedur Bagian Hepala Tim
Kepala Dinas| o, S 0 Bidang Kasi Sapras| Fiknsi Helenghapan| Waktn Output
dan Dikdas
Organisasi
Tim DPUPR dengan
didampingi tim dari Dinas g - v 1 g E‘F‘T"“
P dan K survey penilaian ek vk i S
tingkat kemisakan pendubun
bangunan ke satuan g
pendidikan —+ - B
I & - ATK
Hasil penilaian tingkat ¥ ; ;
kerusakan hangunan B mcpirenbi ke e
[rekomendasi] yang sudah S nar i
mendapatkan  pengesahan survey
dari Ka.DPUPR dan I
ka.Disdikbud selanjutnya
di serahkan ke Satuan
Pendidilsan untuk |
diinputkan dan Upload ke
Data Pokok Pendidikan
- Y = Lapormn 1 Hari Konse

pendidikan akan tertuang Bk Walikars

pada usulan DAK Fisik By
Referesnsi  pada  sistem
informasi perencanaan dan
penganggaran [KRISNA)
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Pelaksana Mutn
Kepala
Kepala Dinas Hub Bidang Kasi Sapras Verifikasi Bekolah | Helengkapan Waktu Output
dan Dikdas
8. | Dinas P dan K melakukan - Draft 1 Hari BH Walllenia
verifikasi faktual ke satuan 1 K Wallkota
pendidikan yang terdapat di
data usulan DAK Fisik By
Referesnsz|
9 | Sinkronisasi dan
Harmonisasi antara Dinas ¥
P dan K dengan
Kemdikbudristek (usulan Aplikam
rencana kegiatan)
10 | Penetapan Usulan Rencana
Keglatan menjadi Rencana il
Kegiatan SH Wali Kota
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D. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Rehabilisasi dan

Pembangunan RKB

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

_Nomeor SOP 000.8.3.3/094/ 2025
| Tanggal Pembuatan 5 Agustus 2025

Tanggal Revisi 25 Agustus 2025

Tanggal Efektif 18 September 2025

Digahkan Oleh Wali Kota Tegal

Nama SOP Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus [DAK) Bidang

Pendidikan Kegiatan Rehabilisasi dan Pembangunan RKB

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Tahun 2014;

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;

I. Peraturan Dirgen Pendidikan Dasar Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4520/C/PP/2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan DAK

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

1. Pendidikan Minimal D3 dan sederajat;
2. Memahami struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal;
3. Memahami mekanisme pengelolaan keuangan.

3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
| Keterkaitan L Peralatan /Perlengkapan
SOP Penetapan Sekolah Penerima DAK. 1. Komputer/laptop
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, DAK menjadi
terhambat.,
2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.

Penatapan Sekolah berdasarkan skala prioritas sesuai anggaran.
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Pendidilean.

Pelaksana Muimn
Uraian Prosedur Balku
Kepala Kepala Dinas HKepala
DPPKAD | Pendidikan Bidang Wonsl Supras Kelenglkapan Wikta Output
Dikdas
Kepala Dinas [___}_““_._ - Undangan L Undangan
memerintahkan kepada N Rz
Kepala Bidang Dikdas untuk
menyampaikan SASAMAn
peneriam  DAK  Bidang
Pendidikan kepada Sekolah-
scholah,
Kepala Bidang dan Tim = - BE Walikota 1 Hari - BK Penetapan
melaksanakan rapat ~ AR sekolah
bersama Kepala Sekolah s
menyampaikan tentang
sckalah  yang  menerima
sasaran DAK berdasarkan
penetapan dari Walikota.
Setelah menyampaikan SK, ! - Materi 1 Hen - Pelaksanaan
Dinas Pendidilan Eﬂ;;gl'"' sosialisnsi
melaksanakan  sosialisasi : h‘“a : d|. E[_I}'““]‘
kepada  Kepala  Sekolah
tentang Pelaksansan DAK,
Sekolah menyiapkan syarat- - Burat MO 1 Minggu Usulan pencairan
syaral administrasi untuk - : gﬂ"‘"‘“ tabap 1 dari
; rat sekalah
mengajukan pencairan Kesnnpgupan
Tahap 1 melalui Dinas I:h - Eekening
Tabungan
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Mutu

DPPEKAD

Bidang
Dikdas

Waktu

Output

Kepala Bidang dan Kasgi
Sapras mermverifilasi
usulan kelengkapan
dokumen pencairan  dan
selanjutnya diajukan ke
Kepala Dinas untuk
mendapal persetujuan.

Pengapeanlapoca
n hasil
pendatasn

Kepala Dinas
menandatangani usulan
pengajuan tahap [ dan
selanjutnya digjukan ke
DFPKAD untuk
mendapatkan SP2ZD melalui
Kasubag Beuangan,

- Parmmehanmn

pEncRiran

% Hari

- Bural PFencariran

CPPEAD selanjutnyva
MEM Proses usulan
pencairan  dari  Schkolah

melalui Dinas Pendidikan,

- Homsep SP2D

3 Hari

- arap




Uralan Prosedur

- T4

DPPHAD

Eepala Dinas

i

HKasl Bapras

DPPEAD memproses usilan
SP2D, setelah sebesai
menyampaikan  pencairan
BP2D ke ackolah melalul
Dinas Pendidilcan.

Waltu

Cutput

Dinas Pendidikan
selanjutnya menyampaikan
pencairan 8P2D ke sekolah
untuk dapat dicairkan

arzp

2 Haxi

arzb

- Undangan

Untuk
pencai
T #8n
tahap
2 dan

keleng
kapan
pencal
ran
harus
ada
pemer
ksann

FIHP




Uraian Prosedur

-1

Muin

i

Hopala
Bidang
Dikdas

Kasi Sapras

10

Sekolah melaksanakan
kegiatan DAK berdasarkan
perencanaan dengan
AngEaran kegiatan
sebergar

40%

Cutput

- BFD

3 Hart

Untuk pencairan tahap ke
dua dan ketiga, sekolah
dapat mengajukan lagi
pencairan  setelah  capaian
fisik metcapai

30% dan anggaran dapat
cair kembali schesar 30%,
melalui Dinas Pendidikan
dan diteruskan ke DPPEKAD.

3

12

Betelah aP2D selesal
disampaikan kembali ke
Sekolah melalui Dinas
Pendidikan,

- Undnngmn

3 hari

13.

Sekolah melabksanakan
kegiatan DAK sampai selesai
dan diakhiri dengan
pembuatan  Berita  Acara
Serah Terima dan
pembuatan Laporan.

- 8reD

Kelenglapan
Adm untuk

Pengajuan BP20

3 Hari

Selesai |

-~ BPET

Fencaimn Dans
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E. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) BOS

PEMERINTAH KOTA
TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Nomor SOP 000.8.3.3/094 /2025

Tanggal Pembuatan S Agustus 2025

Tanggal Revisi 25 Agustus 2025

Tanggal Efelctif 18 September 2025

Disahkan Oleh Wali Kota Tegal

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) BOS

Dasar Hukum

Kualifikas: Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;

3. Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023 tentang

Pentujuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada

Pemerintah Daerah

1. Pendidikan Minimal D3 dan sederajat;
2. Memahami struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal:
3. Memahami mekanisme pengelolaan keuangan.

keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Komputer/laptop
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, sekolah penerima
sasaran Bantuan Keuangan tidak terlaksana
2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.

Penatapan Sekolah berdasarkan skala prioritas sesuai anggaran.
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Pelaksana Mutu
Uraian Prosedur Kopala ==
ub Bagian Tim
Dinas Keuangan | Verifil Sekolah Kelengkapan Waktu Output
Dinas pendidikan - Agenda 1 hari Surat Edaran
membuat surat edaran I e I 'F ﬂug::::
tentang rencana masuk
asistensi RKAS. - Burat Edaran
- ATK
Sekolah menerima r - Diraft 1 Minggu | Surat Edaran
surat dan RKAS
mempersiapkan Draft masing-
REAS untuk masing
dilaksanakan asistensi sekolah
bersama Tim Asistensi
Tim Asistensi e | - Draft RKAS 6 Hari | Konsep RKAS
melakukan assistensi F“:I hasil Asistensi
RKAS bersama dengan
Sekolah-sekolah, v
Jika REKAS disetujui | l
konsep REKAS 1
ditandatangani oleh
kepala sekolah dan Tim
Asistensi.
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Pelaksana Mutu

Uranian Prosedur

Kepala Sub Bagian Tim

Dinas Keuangan | Verifikas Sekolah Kelengkapan Walktu Output Ket.
Konsep RKAS yang
sudah ditandatangani - RKAS Tahun 1 Minggu | RKAS
oleh Kepala Sekolah Berjalan Masing-
selanjutnya  diajukan masing
ke Kepala Dinas - Sekolah
Pendidikan untuk
ditandatangani melalui
Sub Bagian Keuangan.
Kepala Dinas -Dokumen 3 Hari Dokumen
Menandatangani ajuan RKAS RKAS
RKAS dari sekolah
sebagai dasar :
pelaksanaan kegiatan| | Selesal
sumber dana BOS.




- 19 -

F. Standar Operasional Prosedur Pelayvanan Pelayanan Legalisir Fiagam dan Penerbitan surat keterangan pengganti ljazah /STTB dan

liazah Paket Kesetaraan

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor SOP 000.8.3.3/094 /2025
Tanggal Pembuatan 0 Agustus 2025
 Tanggal Revisi 25 Agustus 2025

Tanggal Efektif 18 September 2025

Disahkan Oleh Walikota Tegal

Nama SOF Pelayanan Pelayanan Legalisir Piagam dan Penerbitan surat
keterangan pengganti l[jazah /STTB dan ljazah Paket
Kesetaraan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30
April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Tegal,

1. Pendidikan Minimal SMA dan sederajat;

2, Memahami struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal;
3. Memahami mekanisme verifikasi legalisir ijasah;

4. Bisa mengoperasionalkan Komputer,

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer

3. ATK

4. Email

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan
terhambatnya

proses legalisir jjasah dan proses pelaksanaan
dalam menindaklanjutinya.

1. Dokumen ijasah
2. Pengarsipan




Uraian Prosedur

Mutn Bakn

Kabid Dikdas

dan Hesiswann

Pemohon

Eelengkapan

Output

Menyverahkan berkas
permohonan legalisir ijasah
kepada Pemroses
Administrasi;

- Fotocopy [jazah

L& menit

Fotocopy
ljasah  dan
lpazah Asli

Memeriksa kesesulan
antara fotocopy fasah yang
dakan  dilegalisir dengan
fjasah asli yang dibawa
pemohon,  jika  sesuai
kemudian distermpe]
legalisir dan  diserahkan
kepada kasubag umum dan
program jika tidak sesuai
makan dikembalikan
pelaksana administrasi;

Memerilksa kembeali
kesesuailean fotocopy ijasah
dengan  ijasah  asli  jika
sesLai kemudian
membubuhkan paral ke
dalam berkas, jika tidak
sesual  dikembalikan ke
pelaksana administrasi;

= Fotecopy Gasah
- ljasah asli

1 hari

Fatocopy
ljmseh  dan
ljeanh Asli

- Fotecopy Ijassh 1 h#r

Fotocopy
asah  dan
Ipazah sl

Meneliti kembali fotocopy
ijasah vang akan dilegalisir
dengan  ijasah asli jika
seslal dibubukan
tandatangan  jika tidak
sesupl  dikembalikan ke
kasubag umam dan

| PTOgram;

dan

- Fotocopy Tjassh 1 hari
telah

Fastaseapmy
lpamah  dan
Imasah Axli




T

Pelaksan Muin
Uraian Proscdur Kasi Kelembagaan Pelaksana l'“ll
i B T e Administrasi Pemohon Salenghn Wakiu || Cwlpai

, 1 - Fotocopy [jasah 10 Menit | Fotocopy
Menstempel dinas i Tinsah
dan mengarsipkan; F::n‘?mnm dan

= - ljasah aali Iinsah Asli

Pemohon menerima o Seleasi - ;E;cnw !j:’::;: 10} et ;:uh:amp
Eqmmp:.rl ijasah vang telah ditandatangani ljzsah  yang
dilegalisir; + ljasal asl telah
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G. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Mutasi Siswa

Nomor SOP 000.8.3.3/094/2025
Tanggal Pembuatan 5 Agustus 2025
Disahkan Oleh Wali Kota Tegal
| Nama SOP Pelayanan Rekomendasi mutasi Siswa

[ Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20272
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Tegal.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
I Tahun 202] tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan

1. Pendidikan Minimal S1 dan sederajat;

2. Memahami struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal;
3. Memahami mekanisme verifikasi legalisir ijasah;

4. Bisa mengoperasionalkan Komputer.

Keterlzaitan

Peralatan /Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer

3. ATK

4. Email

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP im tidak dilaksanakan, mengakibatlkan
terhambatnya

proses mutasi siswa dan proses pelaksanaan
dalam menindaklanjutinya.

1. Berkas Rekomendasi Mutasi sekolah
2. Pengarsipan
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mutasi sckolah dan daya

tampung  kelas  untuk
mutasi masuk jika sesuai

dibubukan tandatangan
Jika tidak BESUaI
dikembalikan ke Kssi
Kesiswaan dan

Kelembagaan;

Pelaksana Muin Bakm
Uraian Prosedur Hasi Kesiswaan Pelaksana
Kepala Bidang P ey Edciliabteaad Pemohon KHelengkapan Waktn COutput

' Menyerahkan berkas '
permohonan  rekomendasi - Burat Pengantar 10 Menit Kelengioapan
mulasi = sckolah  kepada l | m - S
Pemroses Administrasd; - FC Akt

Kelahiran
— i Kariu i'ileh.:uy_'g.u.l|l

mieriksa kelenglka
bserkas neai Lt Surat Pengmniar 1 hari Kelenghagsan
PEAgAunn - yung /\ Mutesl  dari berkas
dibawa  pemohon,  jika - Bekolah Data  daya
sudah lengkap kemudian \/ FC Akta Eampg
dibuatkan draft Kelahiran / sekalnh
reloomendasi mtas T Kartu Kelosrgs
sekolah  dan  diserahkan g - e o
kepada Kasi Kesiswaan dan sekalah dari
kKelembagaan, jika tidak DARDDIE
sesual makan dikembalikan
| pelaksana administrasi;

Memeriksa kembali 3
kelengkapan berkas . Em' F‘ung.uré.tm'l 1 hari Draft .
pengajuan  rekomendasi Pt i :ﬂu‘""-’“d“'
mutasi selkolah dan daya - FQ Akta sekalah
tampung  kelas untuk T / Helahiran /
mutasi masuk, jika sesuai Kariu Keluarga
kemudian  membubuhlan E,;n"pu” e
paraf ke dalam berkas, jika Ya sokolah  dar
tidak sesuai dikermnbalilan DAPODER
ke pelaksana administrasi;
Menelii  kembali  berkas - Rekomendani 1 hari Fekomendasi
pengajuan  rekomendasi '\- mutnsi sekolah mitand
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Uraian Prosedur

——

Menstempel  dinas  dan
mengarsipkan;

Pemohon menerima
Rekomendasi Mutasi
Sekolah:

Pelaksana Mutn Baku
Haxi
Kepala Bid Keslswaan Pelaksana p " Hﬂﬂ:hpt Walkt Oatout
- Fekomendaz; 10 Menit Bekimmendani
L] mutasi
aglkolah sekaleh yang
tulah
dintermpal
' i - Fotocopy 10 meo il Relomendasi
AT lmsah  yang A
ielmh sekolnh yang
ditandnianga telah
i distempel

= lirmah asli




H. Standar Operasional Prosedur Pengajuan NUPTK Baru

- 25 .

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Nomor SOP 000.8.3.3/094/2025

Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2025

Tanggal Revisi 25 Agustus 2025 il
Tanggal Efektif 18 September 2025

Disahkan Oleh Wali Kota Tegal

Nama SOP Pengajuan NUPTK Baru

Dasar Hukum

| Kualifikasi Pelaksana

W

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 teniang

Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
%ﬂ{}? tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
uru;
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Surat Edaran Ditjen GTK Nomor 14552,.-’3.32&]’-‘]1,-"2(]15
Tahun 2015 Tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan
non formal di Tahun Egzllﬁ

Keterkaitan

1. Minimal SMA .
2, Dapat mengoperasikan komputer dengan sistem jaringan internet

Peralatan/Perlengkapan

SOP Tata Cara Pengajuan NUPTK Baru

1. Komputer/laptop beserta modem

2. Komputer yang terkoneksi dengan layanan internet
3. Formulir Verifikasi

4. Kertas kerja

5. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika persyaratan pengajuan NUPTK Baru tdak dapat
dipenuhi maka ti dapat diproses lebih lanjut.

Komponen /umt kerja yang akan memanfaatkan berkas-berkas Pengajuan
NUPTK Baru.
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Falaksana Mutu Baku
Uradan Prosedur HKepals Dinas Oparmior Dines
Pendidikan Kota | NCPBTEME | pongigipon Kot | Oporater : s e Kedenghapan Waky Output
__Tegal Tegal

Operater Sekolah  menguploud  berkas - = Fo, K. CPNS dan S 1 tharii Dizposisi  Hepala

peryaratan mangejukan NUPTHK baru dan i Panghat terakhir, Dinas  Pendidion

menginmkan folocopy berkos pesyaratan = Fe. Pengangkatan dari Kotn  Tegal ke
yang dlampéni surat pengantar dari Kepata Fepala Dinas bagl PTK Kepala Bidang

Eokolah ke Dinos  Pendidksn  dan Min PNE yang barhagas PPTE yang

Febudaysan Kota Tegal, kemudinn Kepala i Sekolah Hageari; menangani

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kala - Fe. 5. Pangamgkatan pengajuan  NUFTH

Tegal mendlopessikan surat tersebul ke partams dari  yayasan baru unhdk dproses

Bidang PPTE untuk diproses labil kanjuf, minenal masa kera 2 lebin lanjul.

Tahun bagi PTK MWen
PHS yang berhiges
Bekolah Swasta;

- FoKTP

- Fe tjseah S0 s.d. 51

Kepala Bidang PPTE menstima  surat - St Pengajizan 1 han - DHBpesis Kenals

permahanan MUPTE bary beserta barkas- MNUFTE Baru wamg telsh Bidang FRTE

Kapala Dinse Pendidikan dan Kebudayaan Hepale Sakolsh sebagal MUFTE Dinas unfuk

Kota Tegsl, kemudian Wepala Bidang bull pengajuan NMUPTE momproges  lebih

PRTE menugaskan operator MUPTE uriuk baru  beserta  berkas- lanjl  permohonan

mengnpul data-data pangapon NUPTE berkas lampiranya, HUPTK Ban,

s,

- Bordasarkan disposkd Hepald Bidang - - Girat 1 han Berkas  pengaiuan
PPTK. Operafor  NUPTKE  Dinas MUPTEK Barny yang telah MUPTE Baru yang
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tagsl ditandatangani oieh tedsh diverifikasl
kermdian  memverifikasl,  memeniksa Kepaia Sakolsh begeria |
kebenaran dan  kelenghapan berkas. berkas-berkas
burkas pengejuan NUFTH Ban. lampirannya,

- Apahila bevkas fidak lan - Laptop afad  Kompuber
divembalican  kembali ks Oporstor yang terkaneksl dengan
Sekolah masing-masing Linfiik Inbeamiet,
dilenghap.

- Apatila berkas sudah lenpkap dan benar e
maks  Dperatee NUPTE  Dinas v
femproses  barkes  tersebut  dengan
memeriksa dats  berkas PN A
MUPTE, yang telah diuploud  meslalui Solpaai
eplicaal Verval P TR,

- Data berkas yg duploud cbeh cperabor
sehofah  diverifikesl  cperator  dinas
dengafl  mambariken  approve  pads
aplikasi

Data  wang eudah  dispprove oleh
operator dinas selanjuinya skan masuk
ke proses werifikes LPMP dan Pusal |
kemudian Pusat  aksn  menerbitkan
MUPTE rya i
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[. Standar Operasional Prosedur (SOF) Rekomendasi lzin Pendirian Satuan PAUD dan PNF

 Nomor SOP 000.8.3.3/094/2025
PEMERINTAH KOTA TEGAL Tooggel Pembuatan g;g:"sﬁfgﬁg .
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN anggal —
™ Tanggal Efeltif | 18 September 2025 s
Disahkan Oleh Wali Kota Tegal
Nama SOP Rekomendasi [zin Pendirian Satuan PAUD dan PNF

Dasar I-Iu_kum_

Kualifikasi Pendidikan Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang  Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1. Kepala Bidang P2PNF : S1

2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan PAUD dan PNF : 81
3. Staf Pengadministrasi : SMA

4. TIM Verifikasi : S1

) Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pelayanan ljin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan | 1. Komputer
Anak Usia Dini terkait pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 2. Printer
Satu Pintu (DPM-PTSF). 3. ATK
I Peringatan Pencatatan dan Pendataan =k

Jika SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi
keterlambatan pelayanan kepada masyarakat sehingga citra pelayanan
pemerintah pada bidang Pendidikan khususnya tentang izin Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal menjadi kurang baik.

Solusi:

Perencanaan, kesiapan, Pembinaan, kedisiplinan, komitmen dan budaya
kerja pegawai dalam pelayanan prima,

1. Buku register

2. Bukti penerimaan berkas permohonan izin:

3. Cek lis;

4. Berita acara visitasi dan rekomendasi penilaian administrasi
(verifikasi);

3. Rekomendasi izin penyelenggaraan PAUD dan PNF;
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AETIVITAS

i

Pemohon berkonsulins dahulu
untuk mendapatkan informas
terilang persyaraian
kelengkapan isin
Penyvelengmaraan Haik Lembaga
PAULD atau PNF

E

Heleoghkspan

1 Jam

Memberikan informast tentang
persyaratan kepada pemohon
berupa lembaran informas
HyATAL-SVAral pengajiLan
Perizinan Penye

Satuan PHF

M

Permendikbud
No, 25 Tahun

2018

1 Jam

tentang
Perizinan

Berusaha
Terintegrasi

Elektronik

Pernohon menyvampaikan berkas
permolwnan izin
Penyelenpgaraan Satuan PNE
dalam bentuk Proposal yang
telah dilengkapi sesuai dengan
persyaratan yang didapat
{berkas dijilid dalam beniul

Tidak Lengkap

Proposal [jin
Lembaga SPNF

1 Hari

In=strumen
Visiteni
lan verifikasi
SPNF

propasal rangkap 2|

Memeriksa Kelenglcapan berkas
berkas permehonan
Penyelenggaraan Satuan PNF
sebagaimana dimalesud pada
butir 3 diatas,

F e

2 Hari

Koordinasi internal bidang guna
menentukan jadwal bagi tim
verifikast tintul melaloakan
verfikasi di

Tidak Mernonubi Syarst

b

1 Hari

Tim Verifikasi melakulkan
tinjauan ke lapangan guna
verifilkasi Lembaga vang
diajukan oleh pemohon

2 Hari

Tim verifikasi melakukan
leoordinas untuk mengambil
keputusan bilamana
petsyaratan sudah lengkap dan
sutdah diverifiloas dh 1 angan,
akan dikeluarkan 51.11'!:;
Fekomendasi vang di
randatangani Kepala Dinas

i

2 Han

[nstrumen
Visitas

dan verifikas
Lembags
PALUDfPNF




HASI HEPALA DPM-
AKTIVITAS PEMOHON KELEMBAGAAN | VERIFIKASI DINAS PTEP Helengleaopan Wakiu OUTPUT
Selanjutnya Pemolion dibubung : Surat
untuk ditindaklanjuti berkas Rekomendam
pemobon diarahban lee DPM- ten
PSP untuk mendafiar secara ueﬁtl?ﬂgﬁ 4
online di webgite 055 studi -
1 Hen helayalenn
Lembeags
BPNF untuk
mendapatkan
o e — Izin Berusaha
Berusaha Tenntegrasi secara
elektronil di Web www. oss_go.id
melalui DPM-PTSP dan ] Hari | Em Berusshe
mendapatkan Izin Berusaha dari 035
setelab semun persvaratan
Lerpenuhd
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J. Standar Operasional Prosedur lzin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

B Nomor SOP 000.8.3.3/094/2025
Tanggal Pembuatan 2 Agustus 2025
PEMERINTAH KOTA TEGAL ongenl Revisi_ oL gﬁgiﬁfggz <
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN D@i = oy Wall Kike T —
L Nama SOP Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan
Dasar

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Tegal,

Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendiran Satuan

4. Menguasai Komputer.

1. Pendidikan Minimal 21 dan sederajat;

2. Memahami struktur organisasi
3. Memahami mekanisme pengurusan izin pendirian satuan pendidikan dasar:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;

proses surat keluar diterima dan proses pelaksanaan

Pendidikan
Keterkaitan Peralatan,/ Perlengkapan
| 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatlkan 1. Dokumen Surat/Disposisi
terhambatnya 2, Pengarsipan




Pelaksana Mutn Baku
Kasie
Uraian Prosedur
Kelembagaan
Kepala Dinas | Pembinman | Tim Verifikasi e Pamohion “‘““f“"‘ Waktu Output
Keziswaan
Pemohon berkonsultasi - Peraturan 3 hari Informasi
terlebih  dahulu  guna Mulad wrkait  izin Persyaratan
mendapatian informasi i aber e Relomandasi
ntang persyaratan - ::ﬁ:?m ::T;;ﬁaimm
kelengkapan pengajuan - ATK Smkoiah
Rekomendasi fzin
operasional sckolah  baik
SDE maupun SMPS;
Memberilan informasi < ATE 1 har| Informasi
lentang persyaratan kepada .L Persyaratan
pemohon berupa lembaran Releomendani
informasi syarat-syarat mf'uﬁ.jmm
PEnEAjuANn Rrekomendasi L Bakelah
izin operasional  sekolah
haik 5D maupun SMPS:
Pemohon mempersiapkan ¥ borkan 1 bulan Betkas
berkas PEngajuan Pengajuan pengajuan
Fekomendasi Izin F:JEkﬂmﬂHdlﬂl Rekomendas
. Izin Ixin
Operasional Sekolah Operasional Operasianal
Kasi  Kelembagaan  dan - Fﬁmm 20 hari Eﬂﬂih
Kesizwaan meneliti beckas terkait  &n PEREAfUAD
propaosal ajuan & aperasionl Rekomendasi
Rekomendas Izin selolah Itin
Operagional Sekolah  dan vy e ;TM
mmpersiapkan Tim
verifllcasi
Tim Verifikasl melakukan berkns
verifikasi terhadap proposal pengnjuan S E:::%hui
yang diajukan dan Rrkomen:duesi
hasil [zin Ciperasional
Sekalah

menyampaikan
verifilkasi  kepada Kepala
Dinas  Pendidikan dan
Eebudayaan
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Pelaksann Mutu Baku
Uraian Prosedar Kepala S Tim Kelembagaan Helengkapa .
Dinas Pﬂﬂﬂw Verifikasi e Pemohon I Waktu Cutput
: . Kesiswaan
6 | Kepala Dinas Pendidikan dan Drraft 1 har Fekomendasi  [zin
Kebudayaan menandatangani I Relcomendam Operasinnal
relkomendasi lzin Operasional T lzin Selotah
Sekolah e
T | Rekomendasi |zin Operasional - Rekomerdisi i lsari Rekomendesi  [zin
ﬁmm diserahlan  kembali iR Spctasluca) .l
pada pelaksana administrasi . Bekolah o trigen
sekretaris ( bidang / pengawas m "
sekolah;
- | Rekomendasi lzn
8. | Rekomendasi lzin Operasional Rekomendazi I hari Operasional
Sckolah  diberikan  kepada L Eﬂ:ﬂmmﬂ Selealah
pemohon sebagai salah  satu Sekolah
kelengkapan pengajuan  lzin
Operasional Sekolah  kepada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu
9 | Selanjutnya Pemohon v Surst
dihubungi untuk ditindaklanjuti Rekomenlasi
berkas pemohon diarahlkan ke tentang - verifficasd
DPM-PTSF untuk mendaftar T |
secarg ofline di website 059 Lembagn  SPNF
untule
mendupatkan lzin
10 | Pemohon  Mendaftar  Jzin Berusaha
Berusaha Terintegrasi sccara
elektronik di Web www,0ss.g0.id
melalui DFM-FT8P dan i l#n Berusaha dari
mendapatkan lzin  Herusaha B .
setelah  semua  persyaratan

terpenu hi




K. Standar Operasional Prosedur Sewa Taman Budaya Tegal

-33 .

Nomor SOP

[ 000.8.3.3/004 /2025

Tanggal Pembuatan

5 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tanggal Revisi

23 Agustus 2025

‘Tanggal Pengesahan

18 September 2025

Disahkan oleh

Wali Kota Tegal

‘Nama SOP

Sewa Taman Budaya Tegal

Dasar Hukum

-

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pendidikan Minimal SMA dan sederajat
2, Memahami struktur organisasi dan tupoksi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tegal

_'[:Ecterka.iian

Peralatan /Perlengkapan

Komputer/laptop
Printer

Blanko pendaftaran
Kertas Kerja

Alat Tulis Kantor
Kartu kendali
Buku agenda

s g 0 e

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, sewa Taman Budaya Tegal
tidak dapat diterbitkan
2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait

Komponen funit kerja yang akan menggunakan Taman Budaya
Tegal




.

| Pelaksana Mutu Baku I
Uraian Prosedur Kepala | Kepala | Kepala Bendahara Paﬁm ans::fma Keterangan
Dinas | Bidang | Seksi Fﬂn&:ﬂﬂﬂ Jadwal |Kelengkapan Pemohon| Kelengkapan | Waktu | Output
FPenngguna Administrasi
Pengajuan Permohonan - Agenda 15 menit
Sewa oleh Pemohon Surat
b & Masuk
- ATK -
Berkas diajukan ke Dinas - Komputer 3 hari Surat
Pendidikan dan - Printer pengajuan
Kebudayaan Kota Tegal - Dokumen sudah
selaku pangelola Gedung hd Pendukung diterima
Teater Arena Taman - ATK sebelum
Budaya Tegal. - Kartu pelaksana
Permohonan  dikoreksi kendali an
oleh staf Bidang
Kebudayaan.
Apabila tidak lengkap
dikembalikan, apabila
dinyatakan lengkap
diterima.
Dilakukan  pemeriksaan - Agenda 3 hari
permohonan tanggal Surat
pemakaian, L 4 Masuk
Apabila tanggal - ATK
pemakalan masih kosong
maka dicatat, apabila
sudah ada pemakai maka
dikembalikan kepada
pamohon. _ _
Apabila sudah dicatat - Komputer 3 hari Sebelum
maka pemochon - Dokumen pelaksana
membayar biaya retribusi Pendukung an
di bendahara penerimaan
¥
1
e il -
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Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala
Dinas

Kepala
Bidang

Kepala

—_—

Bendahara
Fenenmaa

Staf
Fencatat
Jadwal

Staf
Pemernkasa
kel

Fenngguna Administrasi

Pemohon

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

Bukti
diserahkan kepada
petugas pencatat jadwal
penyewa Taman Budaya
Tegal.

Kepala Seksi dan Kepala
Bidang memberikan
rekomendasi untuk
pemakaian Taman
Budaya Tegal

pembayaran |

- Komputer

- Frinter

- Dokumen
Pendukung

- ATK

3 hari

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota
Tegal memberkan ijin
kepada pemohon untuk
menggunakan  Gedung
Teater Arena Taman
Budaya Tegal

- Dokumen
Pendukung

3 hari

Surat ljin
Pemakai
an
Gedung
TBT




- 36 -

L. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 Nomor SOF 000.8,3.3/094 /2025

Tanggal Pembuatan 3 Agustus 2025

Tanggal Revisi 29 Agustus 2025

Tanggal Efektif 18 September 2025

Disahkan Oleh Wali Kota Tegal

Nama SOP | g::jrﬁdar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik

| Dasar Hukum

| Kualifikasi Pelaksana

1. Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, Dan Sckolah Menengah Kejuruan.

- KepSeklen Kemdikbud Ristek RI Nomor 47 /M [2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan  Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanalk,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sckolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

- Perwal No 10 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama

+ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 400.3/094 Tahun 2024 Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertamatahun
Ajaran 20242025

L

1. Pendidikan Minimal SMA dan scderajat;
2. Memahami struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal;
3. Memahami mekanisme Penanganan Pengaduan Pelayanan:

emosi, disiplin dan kerjasama;
6. Bisa mengoperasionalkan Komputer,

4. Memahami aturan yang mendasari Penanganan Pengaduan Pelayanan;
3. Memiliki sikap ramah,teliti cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan,

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

| 1. Komputer
2. Printer

3. ATK

4. Medsos

?Eliﬂgﬂ_tﬂn

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan lerhambatniya
proses pengaduan pelayanan dan proses pelaksanaan dalam
menindaklanjutinya.

1. Prosedur PFDB
2. Persyaratan PFDB
3. Pengarsipan
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Pelaksana Mutu Bakn
Uraian Prosedur ]
Dinas Di A Belealah tua/ B £ Kelengkapan ‘Walkin Cutput
Menetapkan Panitia PPDB | Mutsi | Draf SK Panitia 3 hari SK Kepanitiaan
Menyusun juknis FPDB Permendikbud,
dengan pihak terkait ATK, Laptop 2 bulan Juknis PPDB
Melakukan Sosialisasi
Julenis ,<> Juknis PPDB L bulan | Informasi Juknis
PPDE dengan pihak " PPDB
sekolah
Melakukan pendaftaran . Berkas s ;EF‘“'" :.
sesual dengan prosedur pendaftaran (verifikasi dats]
Memantau jurnal Laptop, HP, 1 har Jurnal peserta
pendaftaran internet didik
Megumumkan hasil selelosi Laptop, HP, 2 hari Daiar nm
PFDB internet Saaghii
* : yang diterima,
- : Laptop, HP,
Selesa
Laporan Hasil PPDE s Thari | Laporan PPDB

|
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M. Standar Operasional Prosedur Pengelola Pengaduan Masyarakat

Nomor SOP 000.8.3.3/094 /2025
Tanggal Pembuatan 2 Agustus 2025 ]
PEMERINTAH KOTA TEGAL Tanggal Revisi 25 Agustus 2025 u
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Tanggal Efektif 18 September 2025
| Disahkan Oleh Wali Kota Tegal =
Nama SOP Penanganan Pengelola Pengaduan Masyarakat
| Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- Pendidikan Minimal SMA dan sederajat;
. Memahami struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tegal;

Memahami mekanisme Penanganan Pengaduan Pelayanan;

Memahami aturan yang mendasari Penanganan Pengaduan Pelayanan:

Memiliki sikap ramah,teliti,cekatan /responsif, komunikartif, sopan santun,
kestabilan, emosi, disiplin dan kerjasama;

Bisa mengoperasionalkan Komputer,

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan
lembaran Negara Nomor 4846),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nemor 1 Tahun 2010
tentang Standart Layanan Informasi Publik.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30
April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

o s wNe

Tegal. i il
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan - =
1. Komputer
2. Printer
3.ATK
4. Medsos
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan | 4. Berkas screnshot dari media sosial
terhambatnya proses pengaduan pelayanan dan proses | 5. Pengarsipan
pelaksanaan dalam menindaklanjutinya.
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Uralan Prosedur

Muiu Baku

Tim Teknis

Kepala Bidang

Petugas pelayana
pengaduan menerima
pengaduan dan memeriksa
kelengkapan  pengaduan,
apabila tidak lengkap maka
dikembalilan untuk
dilengkapi  dan  apabila
lengkap petugaz mencatat
dan memasukan data ke
dalam buku register

pengaduan;

- Hwrat

Pengaduan/5
B Pengaduan
i Medos

10 Men:it

Dwata

teregister

Petugas Pelayanan
Pengaduan menelaah dan
mengkiasifikasilcan
pengaduan:

a, Apabila pengaduan tidak
terkait dengan
dan/atau  pengaduan
ticlale menjadi
kewenanpan frvaks
berkas pengaduan
dikirini kepada OPrD
teknis BESLLH
dengan kewenangannya
untuk  ditindaklanjuti
penyelesaiannva

b. Apabila pengaduan
terkait maka berkas
pengaduan  diserahkan
kepada Kabid

pengacdunn

26 Menit
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Urnian Prosedur

Tim Teknis

Kepala Bidang

Kabid Pelayanan menerima
berkas pengaduan dan
memberikan disposisi
tindak lanjut kepada
Kepala Seksi sesuai denpan
staf. Apabila dibutuhkan
Petugas Pelayanan
Pengaduan kemudian
menyerahkan kembali
berkas pengaduan kepada
petugas pelayanan
pengaduan

Herkas
Pengaduan

14 hari

Drapoaisi
tircdak lanjui

Petugas Pelavanan

Pengaduan:

a, Menerima hasil
tindak lanjut
penyelesaian pengaduan
dari OPD Teknis untulk
pengaduan yang telah
diselesaiakan oleh OPD
Teknis sesuai
Kewenangannya

b, Menerima bericas
pengaduan dar Kahid
Pelayanan kemudian
meIag::jukan tindak lanjut
sesual dengan disposisi
yang diberikan

Pengaeduian

25 memnit

Petugas Pelayanan
Pengsduen melaksanakan
diskusi atau rapat
keordinasi penyelesaian
pengaduan kemudian
membuat kesimpulan hasil
penvelesaian

Barkag
Pengaduan

G menit

Laparan

kesimpulan, |
Feasil

poryelesaian
Fengaduan
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Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Pet :
u
e Pengaduan Tim Teknis Kepala Bidang me.“ w Waktu Output
Petugas pelayanan » e
pengaduan melaporkan i‘ﬂTpTﬂm:‘
kesimpulan /hasil rsi IR t0menit | hasi
penyelesadan an A penyeicaaian
kepada Kahid L Pzt
Kabid menyvampaikan
kesimpulan /hasil ke Kepala ¥ ¥ Lapraran
Dinas Gerkas i k“i.mp'"l"""'
Pengaduan 16 freanil hasil
penvelesaian
Petugas pelayanan o ==
mﬂum menyampaikan ¥ Lapa
estmpulan / hasil z Wi e aran
penyelesaian pengaduan a Pﬂrr]:uluuf;n 5 menit ::[npuhnf
kepaida pengadu  secara pefigaduan penyelesaian
pengaduan

tertulis




N. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi

-

Nomor SOP 000.8.3.3/094 /2025
PEMERINTAH KOTA TEGAL Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tﬂngg&l Revisi 25 Agustus 2025
Tanggal Efektif 18 September 2025
Disahkan Qleh Wali Kota Tegal
Nama SOP Pelayanan Konsultasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Menpan Rb No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pendidikan Minimal SMA dan sederajat;

Memahami struktur organisasi dan tupoksi;

Memahami mekanisme pelayanan;

Memahami aturan yang mendasari pelayanan:

Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan /responsif, komunikatif, sopan
santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama,

A

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Kemputer
2. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

. Jika prosedur tidak dilakukan, pelayanan konsultasi tidak
dapat diberikan.

2. Diperlukan koordinasi dengan Instansi atau petugas terkait.

Komponen/unit kerja yvang akan memanfaatkan dokumen layvanan
konsultasi




L.

Pelaksana Mutu Baky
Mo, Kegiatan Karerangary
Pemohon Petfugas Petugas Teknis Koord BO | Kelenghkapan Wakitu Ouitput
1 [Mengajukan layanan konsoltas] [:
2 |Menanyakan hal vang ingin . info . Informesi
dikonsultasikan Eesspatae o
dikonsultasikan iptLLI.EH_E
3 |Mengklasifikasilan jenis layanan ¥
lonsultasi, apakah informasi umum, “""'\..,_ linformai yang \asifilas]
pendampingan teknis atau kebijakan L~ alean inf i
| dikonsultasilkan
4 [Petugas memberikan informasi 1
umum, Petugas Teknis memberilkan hd L 'L informai yang hari :;:ﬁﬂmn
pendampingan, Koord Back Office S kerja
memberikan informasi kebijakan, dikonsultasikan informasi
Sesuai klasifileasi layenan konsultasi
2 [Pemohon menerima lavanan informai vang .:mmcrh_un
konsultasi sesuai klasifikasi v n mencrima
informasi :3‘ dikonsultasikan informasi
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0. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Sewa Taman Budaya Tegal

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Nomor SOP 000.8.3.3/094 /2025
Tangeal Pembuatan | 5 Agustus 2025
Tanegal Revisi |25 Agustus 2025
Tangeal Efeletif 18 September 2025
Disahkan Oleh Wali Kota Tegal
Nama S0P Pengawasan Sewa Taman Budaya Tegal
Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

2.  Memahami Peraturan Standar Pelayanan Publik

2. 80P Pelayanan Publik

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. S0P Pemungutan Retribusi Daerah 1. Komputer
2. Printer

3. Koneksi Internet
4. Dokumen Pendukung

[Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, pelavanan konsultasi tidak
dapat diberikan.

2. Diperlukan koordinasi dengan Instansi atau petugas terkait,

Komponen /unit kerja yang akan menggunakan Taman budaya Tegal
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Pelaksanaan Mot Bakn
aisin Prossd Pengolahan . , Kepala Dinas
e e o Data dan Tim Tim Bidang Pendidikan
T Pengawasan | Pemeriksa | Kebudayaan |dan Kelengkapan | Waktu | Output
1 Kebudayaan
S - i
?E?nﬁiiiﬁnnﬂm Buku Agenda | 1 Hari | Surat
Retribusi Sewa [: gt ) Permohon
Gedung TBT dan Eﬂﬂd 51_?“
Informasi ng
TBT
2. | Menyusun timeli = = —
pcng];v?:sr;n ) Skala 1 Hari | Time line
pemungutan Prioritas pengawasa
retribusi sewa i Pengawasan n retribusi
gedung TBT Retribusi
3. | Melaksanakan L
H:nggwaaan ¥ Time line 3 Hari | Berita
pemungutan peNgAWasan Acara
retribusi sewa Pengawasa
gedung TBT n
4. | Menyusun laporan s
dan nota dinas = rita Acara | 2 Jam | Draft
kegiatan pengawasan . ngawasan Laporan
pemungutan dan Nota
retribusi sewa Dinas
gedung TBT kepada
Kepala Dinas
Pendidikan dan X
Kebudayaan melalui Ej
Bidang Kebudayaan
= | 5
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= - =T

____Pelaksanaan Mutu Baku ==
Pengolahan Tim Kepala Dinas
No. | Uraian Prosedur Data dan Pengawasan Tim Bidan Pendidikan Ket
Informasi Pemeriksa Hehudayian dan Kelengkapan | Wakm [ Output
e e A i Kebudayaan
(5. | Memeriksa dan Draft Laporanj | 30 Laporan
memaral laporan | | dan Nota Menit | kegiatan
dan nota dinas Dinas pengawasa
kegiatan b retribusi
pENgAWASAT
pemungutan
retribusi sewa
| gedung TBT - ) o o

6. | Menerima laporan Laporan 30 Disposisi
dan membenkan kegiatanh Menit | dan
disposisi arahan pengawasan arahan
hasil pengawasan retribusi Kepala
retribusi daerah - Dinasg
pada nota dinas Pendidikan
kegiatan dan
pengawasan Kebudayaa
retribusi daerah n

7. Menerima dan Disposisi dan Tindak
menindaklanjuti arahan Kepala lanjut
Disposisi dari . Drinas pengasawa
Kepala Dinas Pendidikan n(pelaksan
Pendidikan dan dan aan
Kebudayaan untuk Kebudayaan pemeriksa
pelaksanaan an)
-

retribusi daerah




